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Penelitian ini dilatar belakangi dengan urusan duniawi dan sosial
kemasyarakatan dimana dalam menjalani kehidupan sehari-hari manusia harus
hidup saling tolong-menolong. Salah satunya dengan praktik kerjasama gaduh sapi,
yang didasari adanya kesepatakan bagi hasil (mudharabah) antara pemodal dan
pengelola dalam sebuah kerjasama. Dimana bagi hasil disebutkan dalam akad,
pembagian hasil dan kerugian dalam mudharabah harus adil.

Rumusan masalah dalam penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih
keilmuwan tentang (1) Bagaimana kerjasama praktik gaduh sapi di Desa
Tunggulsari; (2) Tinjauan akad mudharabah terhadap kerjasama bagi hasil gaduh
sapi di Desa Tunggulsari; (3) Tinjauan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2017
terhadap kerjasama praktik gaduh sapi di Desa Tunggulsari.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan
jenis penelitian empiris (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis
data menggunakan kondensasi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan
kesimpulan. Sedangkan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa: (1) Perjanjian praktik kerjasama
gaduh sapi di Desa Tunggulsari dilakukan dengan perjanjian lisan saja tidak
menggunakan perjanjian tertulis. Praktik kerjasama ini tidak hanya memandang
kerjasama gaduh sapi sebagai kerjasama bisnis semata, namun juga sarana tolong
menolong, yaitu untuk mengembangkan perekonomian dengan cara membantu
memberikan modal kepada pihak yang kekurangan modal dengan bentuk kerjasama
bagi hasil gaduh sapi. (2) Tinjauan akad mudharabah mengenai kerjasama praktik
gaduh sapi yang terjadi mengenai pembagian kerugian terdapat ketimpangan,
perbedaan tersebut berdasarkan rincian atas biaya operasional yang dikeluarkan
oleh pengelola yang tidak diganti ketika bagi hasil oleh pemodal. (3) Tinjauan dari
Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2017 terkait kerjasama praktik gaduh sapi
sudah diatur secara rinci oleh pemerintah, akan tetapi tidak ada satupun klausul
pasal yang menyebutkan kerugian kemitraan peternakan dengan praktik gaduh
hewan. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2017 terkait kemitraan usaha
peternakan hanya mengatur mengenai pola kerjasama kemitraan peternakan.
Sehingga perlunya perhatian pemerintah untuk melakukan perbaikan guna
kepastian hukum yang mengatur bagi hasil kerugian terhadap praktik kerjasama
gaduh sapi.
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This research is motivated by worldly and social issues, where people must
help each other in their daily lives. One example is the practice of "gaduh sapi”
(cow-husbandry), which is based on a profit-sharing agreement (mudharabah)
between the investor and the manager. The profit-sharing agreement is stipulated in
the contract, and the distribution of profits and losses in mudharabah must be fair.
The formulation of the problem in this research is expected to provide scientific
contributions regarding (1) How is the cooperation in the practice of cow herding
in Tunggulsari Village; (2) Review of the mudharabah contract regarding the profit
sharing cooperation in cow herding in Tunggulsari Village; (3) Review of
Ministerial Regulation Number 13 of 2017 regarding the cooperation in the practice
of cow herding in Tunggulsari Village.

This research method uses qualitative research with empirical research
(field research). Data collection techniques used in this study include interviews,
observation, and documentation. Data analysis techniques include data
condensation, data presentation, and verification or drawing conclusions. Data
validity was checked using triangulation.

The results of this study indicate that: (1) The agreement on the practice of
cattle grazing cooperation in Tunggulsari Village is carried out by verbal agreement
only, not using a written agreement. This practice of cooperation does not only view
cattle grazing cooperation as a business cooperation, but also a means of mutual
assistance, namely to develop the economy by helping to provide capital to parties
who lack capital in the form of cattle grazing profit sharing cooperation. (2) A
review of the mudharabah agreement regarding the practice of cattle grazing
cooperation that occurs regarding the distribution of losses is inequitable, the
difference is based on the details of the operational costs incurred by the manager
which are not reimbursed when the profit is shared by the investor. (3) A review of
Ministerial Regulation Number 13 of 2017 regarding cattle grazing cooperation has
been regulated in detail by the government, however there is not a single clause that
mentions the losses of livestock partnerships with animal grazing practices.
Ministerial Regulation Number 13 of 2017 regarding livestock business
partnerships only regulates the pattern of livestock partnership cooperation. So the
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government needs to pay attention to make improvements to ensure legal certainty
that regulates the sharing of losses on cattle grazing cooperation practices.
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